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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh Besaran Anggaran, Sisa Anggaran
Tahun Sebelumnya, dan Perubahan Anggaran terhadap serapan anggaran belanja
langsung SKPK di Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan 121 sampel SKPK
selama 4 tahun anggaran. Data yang digunakan bersumber dari Qanun APBK dan
Laporan Realisasi Anggaran tahun 2012-2015. Hasil analisis menunjukkan bahwa
Besaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran, sementara Sisa
Anggaran Tahun Sebelumnya dan Perubahan Anggaran berpengaruh signifikan dengan
arah negatif.

Kata kunci: Serapan anggaran, besaran anggaran, sisa anggaran tahun sebelumnya,
perubahan angggaran, belanja langsung.

ABSTRACT

The objective of this study is to examine the effect of budget size, last year funds
balance, and rebudgeting on agency direct exependiture at Aceh Tengah regency. This
research used 121 agencies as samples for four years (2012-2015). The result shows
that last year funds balance and rebudgeting negatively affected agency direct
exependiture, but budget size didn t.

Keywords: budget absorption, budget size, last year funds balance, rebudgeting,
direct exependiture,

PENDAHULUAN daerah/APBD (Abdullah, et al. 2015).
APBD menggambarkan  kemampuan

Pelaksanaan otonomi daerah yang pemerintah daerah dalam
beriringan dengan penerapan  menyelenggarakan fungsi-fungsi

desentralisasi fiskal telah memberikan  pemerintahan dan pelayanan publik secara
kewenangan begitu besar kepada daerah efektif, efisien dan ekonomis.

untuk mengatur dan mengurus sendiri Pelaksanaan APBD berpedoman
keuangannya, yang terfokus pada pada regulasi yang telah ditetapkan oleh
penganggaran ~ yang  menghasilkan pemerintah daerah berupa peraturan
anggaran  pendapatan  dan  belanja kepala daerah (Perkada).
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Pedoman ini
merupakan

negatif terhadap serapan dan
perubahan anggaran berpengaruh positif
terhadap  serapan  anggaran  pada
pemerintah daerah kabupaten/kota di
Aceh.

Penganggaran adalah penciptaan
suatu rencana kegiatan yang dinyatakan
dalam ukuran keuangan. Menurut Mayper,
et al. (1991) anggaran yang disetujui
adalah rencana fiskal awal pemerintah
daerah yang kinerjanya diukur melalui
varian anggaran (budget variance).
Terdapat beberapa faktor yang
menyebabkan daya serapan anggaran
menjadi  rendah. Pertama, besaran
anggaran (budget size) dimana besaran
anggaran menunjukkan seberapa besar
beban dan tanggung jawab yang diemban
pemerintah daerah/SKPD. Semakin besar
anggaran pemerintah daerah/SKPD, maka
semakin banyak program dan kegiatan
yang dilaksanakan, dan hal ini berdampak
pada semakin besarnya nilai anggaran
yang kemungkinan tidak terserap.

Besaran anggaran pada satuan kerja
perangkat daerah  (SKPD) adalah
banyaknya belanja dan besarnya beban

secara  implisit

yang ditanggung oleh SKPD, sesuai
dengan kebutuhannya dalam
melaksanakan program dan Kkegiatan
untuk sarana dan prasarana dalam

menjalankan  kegiatan ~ pemerintahan
maupun pelayanan publik dan membantu
meningkatkan perekonomian masyarakat
(Abdullah, et al. 2014a). Alokasi
anggaran belanja daerah didasarkan pada
kebutuhan daerah akan sarana dan
prasarana, baik untuk kelancaran
pelaksanaan tugas pemerintahan maupun
untuk fasilitas publik.

Maksimalisasi anggaran oleh SKPD
berimplikasi pada berkurangnya alokasi
anggaran untuk SKPD lain yang lebih
membutuhkan alokasi tersebut
dikarenakan adanya keterbatasan dalam
sumber daya yang dimiliki oleh

pemerintah daerah (Abdullah & Nazry,
2014). Menurut  Abdullah  (2014a),
besaran anggaran berpengaruh positif
terhadap perubahan anggaran.

Kedua, sisa anggaran tahun
sebelumnya yang merupakan suatu
indikator yang menggambarkan efisiensi
pengeluaran pemerintah. Fenomena pada
pemerintah daerah menunjukkan bahwa
pada akhir tahun selalu ada anggaran yang
tidak terserap di SKPD (agency), yang

mencerminkan kemampuan SKPD
mencapai target Kkinerja yang sudah
ditentukan.

Sisa anggaran merupakan saldo
dana pada akhir tahun anggaran yang akan
terbawa ke tahun anggaran berikutnya.
Sisa anggaran tahun sebelumnya menjadi
penerimaan pembiayaan yang digunakan
untuk menutupi defisit anggaran apabila
realisasi pendapatan lebih kecil dari pada
realisasii belanja, mendanai pelaksanaan
kegiatan lanjutan atas beban belanja
langsung, mendanai kewajiban lainnya
yang sampai dengan akhir tahun anggaran
belum diselesaikan (Abdullah, 2013a).

Menurut Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan (2013:87),
pelampauan pendapatan ataupun

penghematan belanja pada realisasi APBD
sebelumnya akan menghasilkan sisa dana.
Sisa dana ini merupakan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai
estimasi dari perhitungan APBD sebelum
tahun anggaran berakhir. Semakin besar
SiLPA, menunjukkan kekurang cermatan
pengangggaran atau perencanaan yang
kurang baik serta adanya kelemahan-
kelemahan dalam pelaksanaan anggaran.
Sehingga rasio SiLPA terhadap belanja
menunjukkan porsi belanja yang tertunda
atau anggaran yang tidak terserap.

Setiap tahunnya terdapat sisa
anggaran di dalam laporan keuangan
pemerintah.  Sisa  anggaran  tahun
sebelumnya ini dapat digunakan untuk
membiayai program-program atau
kegiatan-kegiatan yang tidak dapat




didanai dari pendapatan pemerintah
ditahun berjalan. Sisa anggaran tahun
sebelumnya juga akan menambah beban
perintah ditahun berjalan karena akan
lebih banyak program/kegiatan yang akan
dilaksanakan (Abdullah, et al. 2015).

Abdullah, et al. (2015)
menyatakan bahwa sisa anggaran tahun
sebelumnya berpengaruh negatif terhadap
serapan anggaran. Semakin besar sisa
anggaran tahun sebelumnya maka akan
menambah beban SKPK, Kkarena sisa
anggaran tersebut akan digunakan kembali
untuk membiayai kegiatan lanjutan dan
juga kegiatan-kegiatan baru yang tidak
cukup didanai dari anggaran tahun
berjalan, sehingga akan menambah jumlah
kegiatan dan program ditahun berjalan.

Ketiga, adanya perubahan
anggaran (Forrester 1991; Forrester &
Mullins 1992). Perubahan lingkungan dan
kebijakan selama pelaksanaan anggaran
dalam periode anggaran berkenaan
seringkali mengharuskan dilakukannya
penyesuaian  anggaran  (rebudgeting)
selama periode berjalan. Perubahan
anggaran akan menyebabkan pencapaian
atas target kinerja anggaran menjadi lebih
baik (Anessi-Pessina, et al. 2012).

Perubahan  anggaran  daerah
dilakukan untuk tujuan menyesuaikan
anggaran berjalan terhadap perubahan-
perubahan terkini, termasuk perubahan
dalam peraturan perundang-undangan dan
kebijakan dari pemerintah pusat (Abdullah
& Nazry, 2014). Menurut Annesi-Pessina,
et al., (2012), rebudgeting adalah proses
revisi yang dilakukan pemerintah dalam
memperbaharui  anggarannnya  dalam
tahun fiskal pelaksanaannya, sehingga
berpengaruh besar terhadap alokasi
belanja.

Forrester & Mullins  (1992)
menyatakan 3 (tiga) stimuli perubahan
anggaran. Pertama, managerial necessity,
yang bersumber dari kompleksitas secara
teknis dalam pembuatan keputusan
manajerial terkait kebutuhan sumber daya,

terutama karena adanya keterbatasan
(constrainst).  Kedua, environmental
pressure, Vyaitu penyesuaian karena
perubahan lingkungan di mana pelayanan
publik diberikan oleh pemerintah. Ketiga,
political concern, yakni keputusan
penyesuaian alokasi sumber daya karena
adanya kompromi politik.

Secara empiris, perubahan
anggaran berpengaruh positif terhadap
serapan anggaran (Abdullah, et al. 2015;
2014b). Penyesuaian anggaran dilakukan
agar penggunaan sumberdaya dapat
optimal, sehingga lebih efektif dan efisien.
Perubahan  anggaran  juga  dapat
meningkatkan daya serap anggaran
sehingga mencapai 100%, misalnya dalam

kondisi pelaksanaan mendahului
anggaran. Perubahan ini juga akan
mengurangi besarnya varian anggaran
karena sisa anggaran yang muncul selama
tahun  berjalan  digunakan  kembali
sehingga tidak ada lagi dana yang
“menganggur”.

METODE

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah
seluruh SKPK yang ada di kabupaten
Aceh Tengah yang berjumlah 46 SKPK.
Metode pengambilan  sampel yang
digunakan adalah dengan menggunakan
teknik purposive sampling, kriteria untuk
dijadikan sampel adalah SKPK yang
memiliki jumlah pagu relatif besar dan
SKPK yang memiliki data lengkap untuk
APBD murni, APBD perubahan dan sisa

anggaran tahun sebelumnya, terutama
pada SKPK yang mengalami
perubahan/baru  dibentuk  berdasarkan

ganun Kabupaten Aceh Tengah. Sampel
yang dipilih mencakup 121 SKPK untuk 4
(empat) tahun anggaran.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini
adalah data sekunder, yang telah tersedia
dalam dokumen Qanun APBK dan



Laporan  Pertanggungjawaban  APBK
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-
2015.

Operasionalisasi Variabel

Pengujian dan analisis data
dilakukan dengan metode regresi linear
berganda  dengan persamaan regresi
berikut: Yit = a + b1 Xuit + b2Xoit + bsXsit +
e dengan Yi: adalah Serapan Anggaran i
pada tahun t, yang diukur dengan
menggunakan angka persentase jumlah
realisasi belanja langsung SKPK terhadap
anggaran belanja langsung SKPK setelah
perubahan; a adalah konstanta; b1, by, dan
bz adalah koefisien regresi; Xiit adalah
Besaran Anggaran i pada tahun t, yang
diukur dengan menggunakan angka
persentase total belanja SKPK revisian
terhadap total belanja pemerintah daerah;
Xoit adalah  sisa  anggaran  tahun
sebelumnya i pada tahun t, yang diukur
dengan menggunakan angka persentase

selisih antara total belanja SKPK tahun
lalu dengan total belanja yang terealisasi
terhadap total belanja SKPK setelah

perubahan tahun lalu; Xasit adalah
perubahan anggaran i pada tahun t, yang
diukur dengan menggunakan angka

persentase selisih jumlah anggaran belanja
langsung perubahan dengan belanja
langsung sebelum perubahan terhadap
total belanja murni SKPK; dan e adalah
error term.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian  hipotesis  dilakukan
dengan menggunakan  regresi  liner
berganda dengan variabel bebas terdiri
dari Besaran Anggaran (Xi), Sisa
Anggaran Tahun Sebelumnya (X2), dan
Perubahan Anggaran (Xs3), dan variabel
terikat (Y) berupa Serapan Angggaran.
Adapun hasil pengujian regresi adalah
sebagai berikut:

Yit=97,024 + 0,069Xuit - 0,425Xzit - 0,323 Xait + €

Sig-value 0,000
t-value 79,922
F-value/Sig.value 12,370/0,000
R/R? 0,491/0,241

0,597
0,531

0,006*
-2,789

0,000*
-5,524

*Signifikan pada o=1%.

Berdasarkan regresi linear berganda
diperoleh nilai F (F-value) sebesar 12,370
dengan besaran nilai probability value
atau Sig.value sebesar 0,000 dan koefesien
korelasi/determinasi masing-masing
0,491/0,241. Hal ini menunjukkan bahwa
model regresi ini dapat dipakai untuk
memprediksi besaran serapan anggaran
dengan menggunakan variabel besaran
anggaran (Xi), sisa anggaran tahun
sebelumnya (X2) dan perubahan anggaran
(X3).

Pengaruh Besaran Anggaran Terhadap

Serapan Anggaran Belanja Langsung
Koefesien regresi untuk variabel

besaran anggaran (X1) sebesar 0,069 atau

6,9% menunjukkan bahwa setiap kenaikan
1% besaran anggaran, maka secara relatif
akan meningkatkan serapan anggaran
sebesar 6,9%. Nilai sig. sebesar 0,597
menunjukkan bahwa secara statistik
variabel  besaran  anggaran  tidak
berpengaruh terhadap variabel serapan
anggaran belanja langsung pada SKPK di
Kabupaten Aceh Tengah.

SKPK yang memiliki anggaran
belanja paling besar adalah Dinas
Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan
BLUD RSU Datu Beru. Kesemua SKPK
ini memiliki serapan anggaran belanja
yang sudah cukup baik, yakni di atas 95%.
Serapan anggaran belanja langsung SKPK
di Kabupaten Aceh Tengah berfluktuasi




antartahun, dengan kecenderungan
serapan anggaran rendah di awal dan
tinggi di akhir tahun anggaran.

Hasil penelitian ini tidak sesuai
dengan penelitian yang dilakukan oleh
Abdullah (2014a), Triana (2016) dan
Alasa (2016) yang menyatakan bahwa
besaran anggaran berpengaruh terhadap
perubahan anggaran, yang menyatakan
bahwa semakin besar anggaran semakin
besar kemungkinan terjadinya perubahan
anggaran yang akan mencerminkan
tanggung jawab dan beban SKPK yang
semakin  besar,  sehingga  tingkat
keakuratan penganggaran juga akan
semakin  rendah, hal ini  dapat
menimbulkan terjadinya keterlambatan
dalam merealisasikan anggaran belanja.

SKPD di pemerintahan (agency)
memiliki kecenderungan untuk
memaksimalkan alokasi anggaran
pengeluaran. Alokasi anggaran yang besar
akan  memudahkan  SKPD  dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya karena
memberi  keleluasaan untuk membuat
kebijakan dalam membiayai program dan
kegiatannya (Abdullah, 2013b). Namun
maksimalisasi anggaran oleh SKPK ini
belum tentu dapat menggunakan anggaran
dengan baik dan menghasilkan output

sesuai dengan target yang telah
ditetapkan.

Pengaruh  Sisa Anggaran Tahun
Sebelumnya Terhadap Serapan

Anggaran Belanja Langsung

Hasil pengolahan data penelitian
diperoleh koefesien regresi untuk variabel
sisa anggaran tahun sebelumnya (X2)
sebesar -0,425, artinya setiap kenaikan 1%
sisa anggaran tahun sebelumnya, maka
secara relatif akan mempengaruhi serapan
anggaran sebesar -42,5%. Dan dengan
nilai Sig sebesar 0,006, maka dapat
disimpulkan bahwa secara statistik
variabel sisa anggaran tahun sebelumnya
berpengaruh signifikan terhadap variabel
serapan anggaran belanja langsung SKPK

di Kabupaten Aceh Tengah dengan arah
negatif. Artinya, semakin besar sisa
anggaran tahun sebelumnya maka akan
menyebabkan turunnya serapan anggaran
belanja langsung SKPK di Kabupaten
Aceh Tengah.

Besar kecilnya sisa anggaran
ditentukan olen kemampuan Pemerintah
daerah dalam mengestimasi pendapatan
dan belanja, dan kemampuan SKPK
dalam melaksanakan kegiatan yang
menjadi tanggungjawabnya. Tidak selalu
sisa anggaran yang berasal dari kegiatan
yang telah selesai 100% digambarkan
sebagai efisiensi, tetapi bisa juga diartikan
sebagai ukuran besarnya
penggelembungan anggaran yang
dilakukan oleh SKPK (agency sebagai
budget maximizer). Adanya asimetri
informasi antara SKPK dengan TAPD
dan/atau kepala daerah menyebabkan
SKPK berperilaku oportunis.

Penelitian ini  sejalan dengan
penelitian Abdullah, et al. (2015) yang
mengindikasikan bahwa besaran sisa
anggaran tahun sebelumnya memiliki
dampak negatif terhadap serapan anggaran
belanja ~ pada  pemerintan  daerah
kabupaten/kota di Aceh pada tahun
berikutnya. Oleh karena itu, kajian tentang
komponen-komponen sisa anggaran tahun
sebelumnya dan kaitannya dengan
kapasitas SKPK dalam melaksankan
kegiatan harus dibuat dengan baik pada
saat penyusunan anggaran, sehingga bisa
mengurangi risiko ketidakpastian
pencapaian target pada saat pelaksanaan.

Ardhini (2011) menyatakan sisa
anggaran tahun sebelumnya berpengaruh
positif ~ terhadap  belanja  daerah.
Selanjutnya Abdullah, et al. (2014a)
menyebutkan bahwa peningkatan sisa
anggaran tahun sebelumnya pada SKPK
akan meningkatkan perubahan anggaran
belanja  daerah. Oleh karena itu,
perubahan anggaran ini akan menjadi
semakin baik karena setiap alokasi
anggaran yang dilakukan masing-masing



SKPK harus sesuai dengan kepentingan
masyarakat, dan sisa  anggaran
sebelumnya akan dialokasikan ke dalam
anggaran belanja tahun fiskal.
Permendagri No. 13/2016
menyebutkan bahwa sisa anggaran dapat
digunakan  untuk  menutupi  defisit
anggaran apabila realisasi pendapatan
lebih kecil daripada realisasi belanja,
mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan
atas beban belanja langsung dan
mendanai kewajiban lainnya yang sampai
dengan akhir tahun anggaran belum
diselesaikan. Implikasi dari keberadaan
kegiatan  lanjutan  adalah  semakin
meningkatnya beban dan tanggung jawab
SKPK pada tahun anggaran berikutnya.
Namun, menganggarkan kegiatan yang
akan diluncurkan atau menjadi kegiatan
lanjutan  pada akhir tahun akan
menguntungkan SKPK karena SKPK
merasa  tidak  perlu  lagi  harus
menyelesaikan item pekerjaan secara
terburu-buru di akhir tahun. Artinya,
kalaupun tidak bisa selesai di tahun
berjalan, tetap bisa dikerjakan pada tahun
berikutnya, terutama untuk kegiatan fisik.
Sisa anggaran selalu ada pada
setiap SKPK, termasuk di kabupaten
Aceh Tengah.  Sebagian besar sisa
anggaran tahun sebelumnya pada setiap
SKPK bersumber dari sisa belanja
langsung, terutama dari belanja barang
dan jasa. Hal ini menunjukkan masih
perlunya pemerintah Kabupaten Aceh

Tengah melakukan perbaikan dalam
proses perencanaan anggaran untuk
program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan SKPK. Sejauh ini regulasi
dan standar harga barang maupun standar
biaya telah ditetapkan oleh pemerintah
kabupaten Aceh Tengah melalui ganun
maupun peraturan kepala daerah agar
SKPK dapat melaksanakan pengelolaan
keuangan yang baik. Namun proses
perencanaan dan pengelolaan keuangan
masih saja mengalami banyak masalah.

Pengaruh Perubahan Anggaran
Terhadap Serapan Anggaran Belanja
Langsung

Hasil pengolahan data

menunjukkan nolai koefisien regresi untuk
perubahan anggaran (Xsz) sebesar -0,323.
Artinya setiap kenaikan 1% perubahan
anggaran, maka secara relatif akan
mempengaruhi serapan anggaran sebesar -
32,3%. Besaran nilai Sig sebesar 0,000
menunjukkan bahwa secara statistik
perubahan anggaran berpengaruh negatif
terhadap serapan anggaran belanja
langsung pada SKPK di Kabupaten Aceh
Tengah.  Semakin  banyak terjadi
perubahan  anggaran  maka  akan
menurunkan jumlah serapan anggaran
belanja langsung SKPK.

Perubahan anggaran
mencerminkan  penyesuaian  terhadap
belanja pada program dan kegiatan

sehingga penggunaan dana lebih efisien
dan efektif. Hal ini akan meningkatkan
serapan anggaran belanja langsung SKPK.
Namun perubahan anggaran sering terjadi
karena adanya kepentingan pihak-pihak
tertentu, hal ini tidak terlepas dari masalah
keagenan dalam penganggaran pemerintah
daerah (Abdullah & Rona, 2012).

Hasil penelitian Abdullah, et al.
(2014b) dan Abdullah, et al. (2015)
menyatakan bahwa perubahan anggaran
berpengaruh positif terhadap serapan
anggaran belanja. Artinya, semakin besar
perubahan anggaran semakin tinggi
serapan anggaran. Perubahan anggaran
sering terjadi dalam bentuk pergeseran
anggaran kegiatan, jenis belanja, objek
dan rincian belanja. Perubahan juga terjadi
akibat dari adanya revisi anggaran
pendapatan sehingga merevisi anggaran
belanja daerah. Pemerintah kabupaten
Aceh Tengah diharapkan untuk dapat
membuat kebijakan untuk meminimalisir
terjadinya perubahan anggaran dengan
meningkatkan ~ kualitas ~ perencanaan
anggaran.




Penetapan Qanun APBK awal atau
murni pada pemerintah kabupaten Aceh
Tengah setiap tahunnya tidak mengalami
keterlambatan, tetapi sebaliknya dengan
penetapan Qanun Perubahan APBK.
Permendagri No. 13/2006 menyebutkan
bahwa persetujuan DPRD terhadap
rancangan Perda tentang perubahan
APBD paling lambat akhir September
tahun anggaran berjalan. Pada tahun 2012
Qanun APBKP disahkan pada tanggal 5
Desember, tahun 2013 tanggal 19
November, tahun 2014 tanggal 27
Nopember, dan tahun 2015 tanggal 1
Oktober. Hal ini diduga memiliki
pengaruh terhadap serapan anggaran
belanja langsung SKPK.

Agar dana yang dianggarkan
dalam  perubahan  dapat  terserap
seluruhnya maka penganggaran kegiatan
pembangunan fisik di dalam rancangan
perda tentang perubahan APBD harus
dihindari. Perubahan anggaran sebaiknya
tidak dilakukan menjelang akhir tahun
agar belanja dapat terealisasi seluruhnya
atau menjadi sisa anggaran yang
membebani anggaran tahun berikutnya.

Perubahan juga terjadi karena
adanya perubahan regulasi dan kebijakan
dari Pemerintah Pusat, khususnya untuk
kegiatan/program yang sumber dananya
berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Hal ini disebabkan oleh petunjuk teknis
DAK vyang terlambat diterbitkan oleh
Pemerintah. Akibatnya, perencanaan yang
telah dibuat oleh SKPK harus disesuaikan
kembali menurut  peraturan  dari
Pemerintah tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini  bertujuan untuk
memberikan bukti empiris tentang faktor-
faktor yang ~mempengaruhi  serapan
anggaran pemerintah daerah. Ada
beberapa kesimpulan yang dapat ditarik
dari penelitian ini, yaitu:
1. Secara bersama-sama, Besaran
Anggaran, Sisa Anggaran Tahun

Sebelumnya dan Perubahan
Anggaran  berpengaruh  terhadap
Serapan Anggaran belanja langsung
SKPK di kabupaten Aceh Tengah
dari tahun anggaran 2012-2015.

2. Secara  sendiri-sendiri  Besaran
Anggaran tidak berpengaruh
terhadap serapan anggaran belanja
langsung SKPK di Kabupaten Aceh
Tengah. Sementara Sisa Anggaran
Tahun Sebelumnya dan Perubahan

Anggaran  berpengaruh  negatif
(signifikan) terhadap belanja
langsung SKPK di Kabupaten Aceh
Tengah.

Beberapa  saran  untuk  penelitian

selanjutnya adalah:

1.  Menambah beberapa  prediktor
serapan anggaran lainnya untuk
penelitian selanjutnya untuk

meningkatkan daya jelas (R?) model
penelitian (dalam penelitian ini nilai
R? adalah 24,1%). Faktor dimaksud

adalah kualitas perencanaan
anggaran, sumber daya manusia,
proses  pengadaan  barang/jasa,

politik penganggaran, ketersediaan
pedoman teknis pelaksanaan
anggaran, penetapan  pelaksana
kegiatan, dan lain-lain.

2. Menambahkan  jumlah  sampel
(SKPD), yaitu dengan melakukan
penelitian  di  luar  pemerintah
kabupaten Aceh Tengah dan/atau
membandingkan dengan
kabupaten/kota lainnya, sekaligus
menggunakan data keuangan daerah
dengan rentang waktu yang lebih
panjang.

3.  Penggunaan data primer sebagai
tambahan (mixed methods),
misalnya dengan Kkuisioner dan
wawancara, karena data primer
dapat menjelaskan fenomena yang
tidak terungkap oleh data sekunder.

4.  Hasil penelitian  menunjukkan
bahwa variabel besaran anggaran
tidak berpengaruh terhadap serapan



anggaran belanja langsung SKPK.
Namun dengan jumlah anggaran
yang besar ini akan menambah
insentif bagi pelaksana kegiatan, hal
ini dapat menimbulkan mark-up
pada SKPK, sehingga perlu
dilakukan analisis olen Pemda
melalui Bappeda tentang efisiensi
dan  efektifitas penggunaan
anggaran di  kabupaten  Aceh
Tengah.
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